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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda yang memuat 17 

landasan pembangunan berkelanjutan yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) untuk menghadapi berbagai macam tantangan global yang terjadi dan 

mulai berlaku dari tahun 2016 sampai tahun 2030, SDGs merupakan lanjutan dan 

gabungan dari kesepakatan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) pada tahun 

2000-2015. Usaha dalam mengatasi hambatan pelaksanaan SDGs membutuhkan 

perubahan yang lebih kompleks dari segi masyarakat, inovasi, dan teknologi yang 

digunakan pemerintah agar memungkinkan keterlibatan lebih banyak aktor dalam 

proses diskusi penyelesaian masalah (Yamin, 2018).  

Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan negara 

merupakan salah satu agenda dari SDGs. Mengamati hal tersebut, pelaksanaan e-

government kemungkinan besar berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat 

atas layanan pemerintah. Pemerintahan yang bersifat open government merupakan 

salah satu perwujudan pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan penguatan 

institusi yang tercantum pada poin ke 16 di agenda SDGs. Pada poin tersebut 

dijabarkan lagi goals/target yang ingin dicapai diantaranya yaitu pada poin 16.6 

“membangun institusi-institusi yang transparan dan akuntabel di semua level” dan 

poin 16.7 yaitu “memastikan pengambilan keputusan yang partisipatif, inklusif, 

responsif, dan representatif di semua level”. Goals tersebut dapat diwujudkan 

melalui penerapan e-government.   
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Penggunaan internet dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam kegiatan masyarakat saat ini. 

Kehadiran internet dan TIK telah memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk 

mengakses berbagai macam informasi, berkomunikasi, bertransaksi, hingga 

mengakses layanan publik. Kemudahan yang dibawa atas penggunaan TIK mulai 

membuat masyarakat menginginkan segala sesuatunya selesai dengan cepat dan 

realtime. Perkembangan TIK yang semakin pesat juga membawa perubahan besar 

dalam pola pemberian informasi dan interaksi antar pemerintah dan masyarakat, 

perkembangan tersebut mampu mengubah tatanan pemberian informasi yang 

sebelumnya mengandalkan interaksi tatap muka maupun melalui media massa 

(konvensional) bergeser ke arah penggunaan internet untuk berbagi informasi secara 

cepat dan efektif tanpa adanya pembatasan waktu, jarak, maupun tempat.  

Pemanfaatan TIK dalam proses kerja pemerintah Indonesia didukung dengan 

terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi 

Nasional Pengembangan E-government, disebutkan dalam Inpres tersebut bahwa 

pemerintah dituntut untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang baik, 

sebagaimana pemerintahan yang baik ialah pemerintahan yang mampu menjawab 

tuntutan perubahan secara efektif dan transparan kepada publik, untuk itu pemerintah 

di berbagai tingkatan mulai mencari sarana komunikasi dan interaksi yang lebih baik, 

lebih transparan, dan lebih bisa memfasilitasi kolaborasi maupun partisipasi 

masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintah. Penggunaan media sosial 

menawarkan kesempatan bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan informasi 

yang dapat diandalkan, terpercaya, mudah dijangkau, dan interaktif. Karena hal 
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itulah, medsos kemudian mulai banyak digunakan instansi pemerintah sebagai 

saluran interaksinya dengan publik (Bertot et al dalam Hastrida, 2021). 

“Today, everything is about Social Media” Pernyataan tersebut diungkapkan 

oleh Kaplan & Haenlein (2010) yang merujuk pada anggapan dimana penggunaan 

medsos dapat melibatkan interaksi langsung antar organisasi dan masyarakat dengan 

pengeluaran yang relatif rendah namun dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi 

dibandingkan media konvensional. Media sosial dapat dikatakan sebagai platform 

yang penting untuk dimanfaatkan tidak hanya bagi perusahaan swasta multinasional, 

tetapi juga untuk lembaga non-profit dan pemerintah (Kaplan & Haenlein, 2010). 

Penggunaan medsos dianggap efektif untuk menjangkau khalayak luas mengingat 

bahwa setiap tahunnya pengguna medsos terus meningkat secara signifikan. Berikut 

data jumlah pengguna aktif medsos di Indonesia tahun 2022 : 

 

Gambar 1 Jumlah Pengguna Aktif Media Sosial di Indonesia 

 

 

Sumber : DataIndonesia.id 
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Menurut laporan We are social & Hootsuite (2022) jumlah pengguna medsos 

di Indonesia setara dengan 68,9% dari total populasi pada awal tahun 2022. Jumlah 

tersebut telah meningkat apabila dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. 

Instagram adalah salah satu platform medsos yang eksis dipakai saat ini, platform 

media tersebut memberikan kebebasan pada penggunanya untuk membagikan foto 

maupun video dalam konteks yang beragam. Instagram sendiri berada di urutan ke-2 

setelah whatsapp sebagai medsos yang paling banyak digunakan oleh masyarakat 

Indonesia per-Januari 2022 dengan waktu rata-rata yang dihabiskan untuk 

penggunaan medsos selama 197 menit atau sekitar 3,2 jam per hari (Databoks, 2022). 

Kebiasaan mengakses medsos tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah untuk 

menyediakan akses perolehan informasi dan edukasi melalui perantara media sosial 

Instagram. 

 

Gambar 2 Platform Sosmed Paling Banyak Digunakan Orang Indonesia 

 

 

Sumber : Goodstats  
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Pada keadaan sebenarnya, pemanfaatan medsos dalam ranah sektor publik di 

Indonesia seringkali ditemui berbagai hambatan hingga berakhir gagal untuk 

menciptakan pelayanan publik yang signifikan (Sudarsono & Lestari, 2018). 

Kendala-kendala yang dihadapi seringkali berkaitan dengan kurangnya kesiapan 

sumber daya manusia (SDM) untuk memanfaatkan infrastruktur yang ada (Aprilia, 

2020). Hal ini senada dengan beberapa hasil temuan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Damanik & Purwaningsih (2018), Randang et al (2020) dan Tamma 

& Utomo (2021) yang sama-sama menemukan bahwa ketidak-optimalan 

pemanfaatan TIK di sektor publik dipengaruhi oleh kurangnya keterampilan SDM 

aparatur pemerintah, belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, 

kurangnya anggaran pengelolaan e-government, dan belum kuatnya komitmen 

pimpinan untuk menjalankan media e-government terkait.  

Apabila menilik e-government di negara maju seperti Singapura dan Korea 

Selatan, media sosial sudah mampu menjadi sarana pelayanan dan partisipasi publik 

sehingga umpan balik yang diterima dari masyarakat dapat dijadikan bahan 

pertimbangan pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan dan sebagai masukan-

masukan atas solusi penanganan krisis yang mungkin terjadi di negaranya (Lavenia, 

2021). Berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, pengelolaan medsos yang masih 

terkendala pada kurangnya kesiapan instansi mengakibatkan budaya kerja aparatur 

masih berorientasi pada aspek performatif (membangun citra publik) dibandingkan 

aspek normative (memberikan informasi, mencari feedback, dan berdialog dengan 

publik) (Arianto, 2022), instansi publik cenderung hadir di medsos hanya sekedar 

untuk menunjukan eksistensinya kepada publik. Oleh sebab itu, penggunaan medsos 

di sektor publik hendaklah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh karena kesiapan 
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memegang peran penting agar keberhasilan pelaksanaan e-government dapat 

terwujud. 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi 

Sumatera Selatan merupakan salah satu instansi publik yang telah menggunakan 

Instagram untuk mendukung pelaksanaan e-government instansinya. Instagram resmi 

DPPPA sendiri pertama kali dibuat pada tahun 2018 tetapi untuk penggunaan aktif 

baru dilakukan pada pertengahan tahun 2021. DPPPA memanfaatkan Instagram 

sebagai wadah dalam pemberian informasi publik yang berkaitan dengan kegiatan 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak khususnya di Provinsi Sumatera 

Selatan. Adapun Instagram DPPPA Prov Sumsel dapat diakses dengan username 

@dpppasumsel 

 

Gambar 3 Tampilan Laman Instagram DPPPA Prov Sumsel 

 

 

Sumber : instagram.com/dpppasumsel/ 
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Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti terdapat temuan masalah dalam 

penggunaan Instagram di DPPPA, adapun permasalahan tersebut berkaitan dengan 

pegawai yang sering merasa kesulitan ketika hendak membuat konten informasi 

khususnya konten edukasi berbentuk video. Kesulitan tersebut disebabkan oleh 

belum tersedianya infrastruktur teknologi untuk mendukung pembuatan konten 

informasi di DPPPA. 

 

Gambar 4 Kegiatan Pembuatan Konten Edukasi 
 

 

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2022 

 

Gambar diatas merupakan kegiatan pembuatan konten edukasi yang membahas 

tentang forum anak. Dari gambar tersebut dapat terlihat adanya peralatan-peralatan 

pembuatan konten. Namun, diketahui bahwa peralatan tersebut merupakan 

kepunyaan pribadi salah satu pegawai. Peneliti melihat bahwa sebelum dilakukannya 

kegiatan pembuatan konten tersebut pegawai yang memiliki peralatan mesti pulang 

terlebih dahulu untuk mengambil alat-alat yang dibutuhkan sehingga proses 

pembuatan konten menjadi terhambat. Kebermanfaatan penggunaan Instagram 
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sebagai media komunikasi dan informasi berbasis elektronik dapat terlaksana apabila 

unsur pelaksana didalamnya telah tersedia dan memadai. Oleh karena itu, kurangnya 

infrastruktur teknologi pembuatan konten informasi di DPPPA membuat peneliti 

tertarik untuk mengidentifikasi bagaimana kesiapan DPPPA dalam menggunakan 

Instagram sebagai media e-government.  

Riset ini akan berkontribusi dalam perdebatan ilmiah tentang penggunaan 

medsos di sektor publik dengan kesiapan lembaga pemerintah yang 

melaksanakannya. Sebelumnya, riset terkait kesiapan dalam pelaksanaan e-

government lebih banyak mengangkat tema mengenai beberapa sistem informasi 

yang dikembangkan pemerintah, penggunaan Instagram sebagai media e-government 

merupakan hal yang relatif baru dan masih minim dijadikan topik kajian pada 

penelitian sebelumnya. Selain kebaruan topik penelitian, peneliti juga berupaya 

mengisi kekosongan riset yang berfokus pada analisa kesiapan dalam menggunakan 

media sosial dari perspektif lembaga pemerintah. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengambil penelitian dengan judul “Analisis Kesiapan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam Menggunakan 

Instagram Sebagai Media E-government” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana Kesiapan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Dalam Menggunakan 

Instagram Sebagai Media E-government?” 
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1.3 Tujuan dan Manfaat 

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kesiapan Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam 

menggunakan Instagram sebagai media e-government. Adapun dalam pelaksanaan 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis. 

1.3.1 Manfaat Teoritis 

Dilihat dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

referensi yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya 

perkembangan Ilmu Administrasi Publik dan sebagai bahan masukan atau referensi 

untuk penelitian-penelitian yang akan datang. 

1.3.2 Manfaat Praktis 

Dilihat dari segi praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan-masukan kepada berbagai pihak termasuk pemerintah, khususnya bagi 

DPPPA Prov Sumsel untuk mempersiapkan lembaganya dalam menggunakan 

teknologi atau media baru yang kemungkinan akan terus berubah dan bermunculan 

di masa mendatang.  
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